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Mengingat

PERATURAN BUPATI KOLAKA 
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG
MANAJAMEN PENGELOLAAN KAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KOLAKA

: a. Bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah 
secara efektif dan efisien yang meliputi perencanaan 
kas yang baik, pencegahan kemungkinan terjadinya 
kebocoran, kemungkinan penyimpangan, serta 
pencairan sumber pembiayaan yang paling murah, 
maka perlu dibuat dan disusun mekanisme pengelolaan 
kas daerah;

b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka 
perlu dibentuk dengan peraturan Bupati Kolaka;

: 1. Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang
pembentukan daerah-daerah TK II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang
perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia) tahun 2004 Nomor tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia

3. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor ) sebagamana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan 
kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2004 nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana 'telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

9
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5167);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan



Menetapkan

Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 05 Tahun

2010, tentang Pembentukar; Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Kolaka;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun
2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 
2012;

17. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 01 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka 
Tahun Anggaran 2012.

M E M U T U S K A N  
: Peraturan Bupati Kolaka tentang Manajemen Pengelolaan 

Kas Daerah
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BABI 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan 
parangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah tersebut.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung­
jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
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anggaran/pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan 
daerah.

10. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala 
daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.

11. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah 
kabupaten atau walikota bagi daerah kota.

12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah 
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya 
disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
dipimpinnya.

16. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
barang milik daerah.

17. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK- 
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada 
SKPD.
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20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang'tugasnya.

21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan memper­
tanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan 
APBD pada SKPD.

22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan memper- 
tanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD.

23. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih 
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan 
keuangan.

24. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna 
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan 
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

25. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah 
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

26. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan.

27. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
28. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
29. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih.
30. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih.
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31. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah 
daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang c^pat dinilai dengan uang 
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

32. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah 
dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan 
sebab lainnya yang sah.

33. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang 
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun 
anggaran.

34. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis 
seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya 
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat.

35. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber 
dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan 
dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap 
periode.

36. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai 
dasar penerbitan SPP.

37. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan 
pembayaran.

38. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen 
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka 
kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan 
dengan pembayaran langsung.

39. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah
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dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran

9
langsung.

40. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat 
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang 
persediaan.

41. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang 
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran 
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat 
perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, 
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan 
oleh PPTK.

42. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

43. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM- 
UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran 
DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai 
kegiatan.

44. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 
SPMGU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- 
SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang 
telah dibelanjakan.

45. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban 
pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
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batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
46. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna ¿nggaran/kuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD 
kepada pihak ketiga.

47. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan 
oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II
REKENING BANK MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH

PASAL 2
Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan Pemerintah daerah 
membutuhkan rekening bank sebagai tempat penyimpanan uang daerah. Oleh 
karena itu penunjukan bank harus mendapatkan perhatian khusus termasuk 
perjanjian kerjasama yang menyertainya.

Pasal 3
Hal-hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan Rekening Bank milik BUD 
adalah sebagai berikut:
1. Bendahara Umum Daerah (BUD) membuka rekening kas umum daerah pada 

bank yang sehat dalam rangka pengelolaan kas daerah
2. Penunjukan Bank dilakukan melalui Keputusan Kepala Daerah sesuai kriteria 

dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Sentral dan Bendahara Umum 
Negara

3. Penunjukan bank disertai dengan naskah perjanjian
4. Hanya "ada satu bank" sebagai pengelola kas umum daerah
5. Pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pembukaan rekening 

bank dimungkinkan untuk Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran 
Pembantu, dan Bendahara Penerimaan

6. Pembukaan rekening SKPD dilakukan oleh BUD
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BAB III
POLA HUBUNGAN DAN MEKANISME REKENING PEMERINTAH DAERAH

w

Pasal 4
Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat membuka 
rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditunjuk 
oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan 
dan pengeluaran daerah.

Pasal 5
BUD dapat membuka beberapa rekening penerimaan sesuai dengan kebutuhan 
untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 6
Rekening penerimaan dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh 
penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang- 
kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana ditetapkan dalam 
perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.

Pasal 7
Apabila kewajiban pelimpahan secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, 
maka Bupati dapat mengatur pelimpahan secara berkala.

Pasal 8
Rekening penerimaan dioperasikan untuk menerima setoran langsung pen­
dapatan daerah yang tidak melalui bendahara penerimaan dan/atau menerima 
setoran pendapatan yang dilakukan oleK bendahara penerimaan.

Pasal 9
Rekening pengeluaran dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu 
dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran, 
yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala daerah.

Pasal 10
Rekening pengeluaran ini dioperasikan untuk belanja yang dibayarkan secara 
langsung kepada pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk membayar 
UP/GU/TU kepada bendahara pengeluaran.
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Pasal 11
Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening penge-

9

luaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas 
perintah Bendahara Umum Daerah.

BAB IV 
BANK KAS UMUM DAERAH

Pasal 12
Bendahara Umum Daerah membuka rekening pada Bank Umum dan/atau Bank 
Sentral yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk 
menyimpan uang daerah.

Pasal 13
Penunjukan tersebut memperhatikan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank 
Indonesia.

Pasal 14
Dalam rangka pembukaan Rekening Kas Umum Daerah Bendahara Umum 
Daerah membuat perjanjian dengan Bank Umum yang ditunjuk. Perjanjian ter­
sebut sekurang-kurangnya mencakup:
1. Jenis pelayanan yang diberikan;
2. Mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
3. Pelimpahan saldo rekening penerimaan dan pengeluaran ke Rekening Kas 

Umum Daerah;
4. Pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
5. Mekanisme perlakuan biaya administrasi dan jasa giro baik di rekening BUD 

maupun di rekening SKPD;
6. Pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
7. Kewajiban penyampaian laporan;
8. Sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena 

pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
9. Tata cara penyelesaian perselisihan;
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Pasal 15
Dalam menunjuk bank yang akan digunakan untuk menyimpan Kas Umum 
Daerah, Kepala Daerah selain berpedoman kepada kriteria dan persyaratan 
yang. ditetapkan oleh bank sentral dan bendahara umum negara dapat pula 
mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut:
1. Reputasi Bank

Bank yang dipilih harus memiliki track record yang baik. Misalnya, bank tidak 
pernah memiliki kasus yang merugikan nasabah.

2. Pelayanan Bank
Bank yang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik dan memadai, 
kecepatan dan ketepatan dalam melakukan transaksi, melakukan pelayanan- 
pelayanan khusus seperti pemotongan dan penyetoran pajak, dan lain-lain.

3. Manfaat
Memberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan pendapatan daerah 
dan/atau peningkatan kesejahteranaan dan/atau pelayanan masyarakat.

BAB V 
REKENING SKPD

Pasal 16
Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas 
pada tingkat SKPD, dapat dibuka rekening bank atas nama SKPD. Pembukaan 
rekening tersebut dilakukan oleh BUD pada Bank yang telah ditunjuk oleh 
Kepala Daerah.

Pasal 17
Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung penerimaan daerah 
yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan.

Pasal 18
Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di rekening penerimaan SKPD tersebut 
wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah oleh bendahara 
penerimaan.
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Pasal 19
Dalam hal penyetoran belum dapat dilakukan setiap hari, Bupati mengatur 
penyetoran secara berkala.

Pasal 20
Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan uang yang akan 
digunakan sebagai belanja-belanja SKPD, seperti uang persediaan, tambahan 
uang persediaan, atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran 
SKPD.

Pasal 21
Rekening pengeluaran SKPD dapat dibuka atas nama bendahara pengeluaran 
SKPD dan bendahara pengeluaran pembantu.

BAB VI 
ANGGARAN KAS

Pasal 22
Anggaran kas merupakan alat yang digunakan oleh bendahara umum daerah 
untuk mengatur lalu lintas kas daerah sehingga tercapai optimalisasi 
penggunaan uang daerah dan dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya 
defisit kas pada saat pelaksanaan anggaran.

Pasal 23
Hal-hal penting yang perlu diperhatikan terkait anggaran kas antara lain:
1. Anggaran Kas Pemda disusun berdasarkan kompilasi anggaran kas SKPD 

yang diusulkan pada saat penetapan DPA SKPD
2. Usulan anggaran kas oleh SKPD disiapkan berdasarkan estimasi bulanan per 

rincian obyek belanja atau pendapatan
3. Anggaran Kas menjadi dasar penyusunan SPD
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BAB VII
PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN KAS

Bagian kesatu 
Proses Penyusunan Anggaran Kas SKPD

Pasal 24
Berdasarkan anggaran pendapatan yang telah ditetapkan, dihitung rencana, 
penerimaan rincian objek pendapatan untuk setiap bulannya.

Pasal 25
Perhitungan rencana pendapatan ini dapat dilakukan berdasarkan pengalaman 
realisasi pendapatan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya atau dengan data 
lain yang mempunyai kaitan dengan realisasi pendapatan setiap bulannya.

Pasal 26
Hasil perhitungan rencana pendapatan per rincian objek setiap bulannya dicatat 
ke dalam dokumen Rencana Pendapatan per Rincian Objek. (Format Rencana 
Penerimaan per Rincian Objek SKPD sebagaimana pada Lampiran 1.1).

Pasal 27
Dokumen ini memuat data tentang jumlah anggaran pendapatan per rincian 
objek selama satu tahun dan rencana pendapatan setiap bulan serta per 
triwulan.

Pasal 28
Sebelum menyusun anggaran pengeluaran SKPD terlebih dahulu dilakukan 
koordinasi antar penanggung jawab kegiatan untuk menentukan rencana 
pelaksanaan kegiatan.

Pasal 29
Dalam rencana pelaksanaan kegiatan ini ditentukan rencana waktu pelaksanaan 
masing-masing kegiatan.

Pasal 30
Setelah penentuan waktu pelaksanaan kegiatan, dilakukan perhitungan rencana 
pembelanjaan per rincian objek belanja.

Pasal 31
Rencana pembelanjaan ini ditetapkan dalam waktu bulanan sesuai dengan



rencana pelaksanaan kegiatannya.

Rencana pembelanjaan ini akan menjadi masukan untuk mengisi rencana 
pengeluaran per triwulan di DPA SKPD 2.2.1. Untuk menentukan rencana waktu 
pembelanjaan, penanggung jawab kegiatan harus berkoordinasi dengan pihak- 
pihak terkait.

Pasal 33
Penentuan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pembelanjaan adalah 
penentuan mekanisme belanja untuk masingmasing ríndan objek belanja.

Pasal 34
Untuk tiap rincian objek belanja ditentukan mekanisme apa yang akan digunakan 
dalam pembelanjaannya, apakah menggunakan mekanisme belanja uang 
persediaan (UP/GU), Langsung (LS) atau Tambah Uang (TU).

Pasal 35
Penentuan mekanisme belanja perincian objek ini nantinya akan digunakan oleh 
BUD sebagai alat bantu untuk menentukan nilai UP pada masing-masing SKPD. 
Data-data yang sudah diperoleh dari pasal 27 s/d 34 dituangkan ke dalam 
dokumen Rencana Pengeluaran per Kegiatan per Rincian Objek (Format 
Rencana Pengeluaran per Kegiatan per Rincian Objek sebagaimana pada 
lampiran).

Pasal 36
Dokumen ini disusun untuk masing-masing kegiatan yang ada dalam SKPD.

Pasal 37
Di dalam dokumen ini terdapat informasi anggaran kegiatan dalam rincian objek 
belanja, berikut dengan rencana pembelanjaannya setiap bulan dan triwulan 
serta mekanisme belanja yang akan digunakan.

Pasal 38
Kompilasi antara dokumen Rencana Pendapatan per Rincian Obyek dan 
Rencana Pengeluaran per Rincian Obyek menjadi dokumen Usulan Anggaran 
Kas SKPD.

Pasal 32
9
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Rencana Pendapatan per Rindan Obyek dan Rencana Pengeluaran per Rincian 
Obyek yang telah selesai disusun, direkapitulasi dan dikompilasi menjadi 
dokumen usulan Anggaran Kas SKPD.

Pasal 40
Dokumen usulan Anggaran Kas SKPD diserahkan kepada BUD bersama-sama 
dengan rancangan DPA SKPD.

Bagian Kedua 
Penetapan Anggaran Kas

Pasal 41
PPKD selaku BUD melakukan perhitungan untuk menentukan detail rencana 
pendapatan PPKD (dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang 
sah) dan Belanja PPKD (bunga, subsidi, hibah, bansos, dsb).

Pasal 42
Perhitungan ini dilakukan untuk mendapatkan detail rencana penerimaan 
pendapatan PPKD dan rencana belanja setiap bulannya.

. . Pasal 43
PPKD selaku BUD juga melakukan perhitungan detail rencana penerimaan 
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sehingga didapat rencana 
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan per bulan.

Pasal 44
Berdasarkan pasal 40, 41 dan 42 Usulan Anggaran Kas SKPD, BUD menyusun 
Anggaran Kas Pemda.

Pasal 45
Anggaran Kas Pemda disusun dengan mengkompilasi hasil perhitungan 
pendapatan PPKD, belanja PPKD, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 
dengan anggaran kas SKPD.

Pasal 46
Di dalam Anggaran Kas Pemda ini terdapat informasi anggaran pendapatan 
daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah per bulan. Dari informasi ter­
sebut dapat diketahui perkiraan kas umum daerah setiap bulan.

Pasal 39
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Pasal 47
Anggaran Kas Pemda, berdasarkan hasil kompilasi ̂ dibahas bersama dengan 
SKPD. Dalam pembahasan ini dilakukan rekonsiliasi angka dalam rangka 
menjamin ketersediaan kas umum daerah.

Pasal 48
Apabila hasil rekonsiliasi terdapat saldo kas umum daerah yang tidak cukup 
pada bulan tertentu, maka perlu dilakukan koreksi.

Pasal 49
Koreksi ini bisa berupa pergeseran terhadap rencana pendapatan atau rencana 
pengeluaran dari satu bulan tertentu ke bulan lainnya.

Pasal 50
Koreksi dapat dilakukan terhadap rencana pendapatan PPKD, belanja PPKD, 
pembiayaan atau dapat juga dilakukan terhadap usulan anggaran kas SKPD.

Pasal 51
Apabila koreksi dilakukan terhadap anggaran kas SKPD, maka SKPD harus 
memperbaharui usulan anggaran kas SKPD berikut rencana pengeluaran per 
rincian objeknya.

Pasal 52
SKPD harus mengajukan kembali usulan Anggaran Kas SKPD yang telah 
dikoreksi sebelumnya.

Bagian Ketiga
Anggaran Kas Pemda Ditetapkan Bersama-Sama Dengan DPA

Pasal 53
Anggaran Kas Pemda yang telah diperbaharui berdasarkan hasil pembahasan 
dan rekonsiliasi akan ditetapkan oleh PPKD bersama dengan penetapan DPA.

Pasal 54
Anggaran Kas ini akan dijadikan dasar BUD dalam rangka penyusunan SPD.
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BAB VIII
SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)

9

Bagian Kesatu

Pasal 55
SPD menginformasikan alokasi ketersediaan dana atas kegiatan-kegiatan yang 
dapat dijalankan oleh SKPD.

Pasal 56
Hal-hal penting yang perlu diperhatikan terkait SPD antara lain:
1. Penerbitan SPD berdasarkan Anggaran kas.
2. Penerbitan SPD dilakukan secara periodik, misalnya perbulan, pertriwulan 

atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.
3. Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat sebelum DPA- 

SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa menunggu DPA 
disahkan setelah diterbitkan peraturan kepala daerah tentang belanja wajib 
dan mengikat.

4. Tidak tertutup kemungkinan jika periode SPD untuk masing-masing SKPD 
dalam satu daerah berbeda-beda. Misalnya Dinas Pendidikan Kabupaten A, 
SPD diberikan tiap bulan karena kebutuhan dana yang sangat besar 
sedangkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten A penerbitan SPD diberikan 
pertriwulan, karena kebutuhan dananya relatif kecil.

Bagian Kedua 
Penyusunan SPD

Pasal 57
Berdasarkan anggaran kas pemda yang telah ditetapkan bersama dengan DPA 
dan anggaran kas SKPD, maka anggaran kas SKPD akan menjadi dasar dalam 
penentuan jumlah dana yang akan disediakan dalam SPD masing-masing 
SKPD.

Pasal 58
(1) BUD harus mampu memperkirakan kemampuan keuangan Pemda dalam 

memenuhi kebutuhan dana SKPD.
(2) Hal ini penting karena akan mempengaruhi jumlah dana yang dapat
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disediakan dalam satu kali penerbitan SPD, serta periode penerbitan SPD.
(3) Sebagai contoh, bagi daerah yang mampu mencukupi kebutuhan dana yang 

di-SPD-kan untuk kurun waktu 3 bulan, maka peri&de penerbitan SPD cukup 
1 kali tiap 3 bulan tersebut.

Pasal 59
Berdasarkan pasal 57 dan 58 ayat 1,2 dan 3 Kuasa BUD menyiapkan draft SPD 
untuk masing-masing SKPD lalu diajukan kepada PPKD untuk diotorisasi. SPD 
yang telah diotorisasi didistribusikan ke masing-masing SKPD.

BAB IX 
UANG PERSEDIAAN

Pasal 60
Hal-hal penting yang perlu diperhatikan terkait Uang Persediaan adalah sebagai 
berikut:
1. UP diberikan satu kali pada awal tahun anggaran dengan jumlah yang sudah 

ditetapkan oleh kepala daerah.
2. Penggunaan UP menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran. Dalam hat 

ini UP dapat dilimpahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu dengan 
persetujuan pengguna anggaran.

3. Pemerintah daerah harus mengatur dan menetapkan besaran uang kas tunai 
yang dapat dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD.

4. Pemerintah daerah harus mengatur dan menetapkan mekanisme pemberian 
panjar dan batas waktu pertanggungjawabannya.

Bagian Kesatu 
Penghitungan Besaran U P

Pasal 61
Penetapan besaran U P merupakan kewenangan Pemerintah Daerah masing- 
masing yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah.

Pasal 62
Beberapa alternatif cara penghitungan besaran UP dapat dilakukan diantaranya 
adalah sebagai berikut:
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Bagian Kedua 
Penetapan U P Berdasarkan Pagu Anggaran

9

Pasal 63

Cara perhitungan ini dilakukan dengan cara menetapkan batas maksimal nilai 
UP berdasarkan pagu anggaran yang dimiliki SKPD sebagaimana digambarkan 
dalam contoh di bawah ini:
1. Maksimal Rp.50.000.000, untuk Pagu DPA SKPD sampai dengan 

Rp.500.000.000.
2. maksimal Rp.75.000.000,- untuk Pagu DPA SKPD diatas Rp.500.000.000 

sampai dengan Rp.1.000.000.000.
3. maksimal Rp.100.000.000, untuk Pagu DPA SKPD diatas Rp. 1.000.000.000.

Bagian Ketiga
Penetapan UP Berdasarkan Rencana Pembayaran UP/GU

Pasal 64
Secara sederhana, penghitungan besaran UP dapat diawali dengan 
mengidentifikasi kelompok, jenis, objek ataupun rincian objek belanja dalam DPA 
yang direncanakan akan dilaksanakan dengan cara LS.

Pasal 65
Jumlah nilai secara keseluruhan dari DPA dikurangi dengan nilai yang akan 
dibayarkan melalui LS sisanya akan dibiayai dengan menggunakan mekanisme 
uang persediaan.

Pasal 66
Kemudian, dilakukan proyeksi berapa kali bendahara yang bersangkutan akan 
melakukan SPJ. Jika 12 kali, maka jumlah tadi dibagi 12. Jika 20 kali, maka 
dibagi 20.

Pasal 67
Dalam menghitung besaran UP, dengan cara ini menggunakan pendekatan
rumus di bawah ini:

Besaran UP = Rencana Pembayaran denaan UP/GU
12
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Rencana pembayaran dengan UP/GU diperoleh dari total belanja daerah pada 
SKPD dikurangi dengan rencana pembayaran dengarf LS.

Pasal 69
Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :
1. Berdasarkan jumlah anggaran untuk belanja tidak langsung, tentukan 

rencana penarikan dana dengan cara Langsung (LS),
2. Berdasarkan anggaran DPA tentukan mekanisme penarikan dengan UP atau 

LS dari masing-masing kegiatan belanja langsung.
3. Menentukan jumlah (total) belanja langsung.
4. Menentukan jumlah belanja daerah, yang merupakan penjumlahan antara 

belanja tidak langsung dengan belanja langsung.
5. Menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang merupakan 

penjumlahan antara besaran LS dari belanja tidak langsung dan belanja 
langsung yang dilakukan dengan LS.

6. Menentukan besaran rencana belanja dengan UP/GU, yang merupakan 
penjumlahan antara rencana pembayaran dengan UP/GU dari keseluruhan 
belanja langsung dari semua kegiatan.

7. Menentukan besaran UP
8. Memasukkan data-data di atas ke dalam format UP

Pasal 70
Apabila Daerah menggunakan cara ini, maka setiap SKPD harus mampu 
melakukan estimasi terdapat setiap belanja, apakah akan dilakukan dengan LS 
atau UP Sehingga diperoleh perhitungan UP yang akurat dan sesuai dengan 
kebutuhan.

Bagian Keempat 
Pengelolaan Kas Tunai

Pasal 71
Apabila suatu SKPD memperoleh UP dari BUD melalui transfer bank ke rekening 
bendahara pengeluaran, maka Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melakukan 
penarikan uang dari bank menjadi tunai.

Pasal 68
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Pasal 72
Dilakukan pergeseran uang tersebut adalah untuk membiayai belanja-belanja 
yang tidak dapat dilakukan melalui transfer Bank.

Pasal 73
Jumlah penarikan dari bank menjadi tunai harus disesuaikan dengan kebutuhan 
agar tidak terjadi penarikan uang yang terlalu sering.

Pasal 74
Secara umum, batas maksimal kas tunai yang boleh dikelola oleh Bendahara 
Pengeluaran adalah jumlah uang persediaan dikurangi dengan rencana 
pembayaran belanja secara transfer.

Pasal 75
Pemerintah daerah menetapkan peraturan bupati tentang besaran uang kas
tunai yang boleh dikelola bendahara pengeluaran di SKPD.

Bagian Kelima 
Pelimpahan UP

Pasal 76
Pelimpahan UP adalah pemberian uang dari Bendahara Pengeluaran kepada 
Bendahara Pengeluaran Pembantu, dimana uang tersebut berasal dari uang 
persediaan/ganti uang persediaan yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran.

Pasal 77
Pelimpahan uang ini bertujuan untuk memperlancar proses pelaksanaan 
kegiatan pada SKPD.

Pasal 78
Proses pelimpahan UP ini muncul karena adanya ketentuan yang mengatur 
bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya berwenang untuk mengajukan 
permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS dan SPP-TU.

Pasal 79
Tujuan dari pelimpahan UP adalah untuk membiayai belanja-belanja yang 
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun TU.
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Pasal 80
Proses pelimpahan UP harus didasarkan pada perencanaan internal SKPD dan 
harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA).

Pasal 81
Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada
Bendahara Pengeluaran Pembantu harus sesuai dengan perencanaan internal
SKPD yang memperhitungkan besarnya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa
Pengguna Anggaran serta waktu pelaksanaan kegiatan.

Bagian Keenam 
Pengelolaan Panjar

Pasal 82
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program 
dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK. PPTK 
memiliki tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan 
perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokum en anggaran atas 
beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Untuk melaksanakan tugas-tugas 
tersebut, PPTK dapat diberikan uang panjar oleh Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 83
Uang Panjar adalah uang yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
SKPD untuk memudahkan PPTK untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 84
Proses pemberian uang panjar kepada PPTK harus didasarkan pada 
perencanaan internal SKPD.

Pasal 85
Untuk memperoleh panjar, PPTK harus mengajukan permintaan panjar kepada 
Pengguna Anggaran (PA) menggunakan dokumen Nota Pencairan Dana (NPD).

Pasal 86
Bendahara pengeluaran baru dapat mencairkan uang panjar kepada PPTK 
apabila NPD yang diajukan telah disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA).
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Besarnya uang panjar harus sesuai dengan perencanaan internal SKPD yang 
memperhitungkan besarnya program dan kegiStan yang dikelola dan 
dilaksanakan oleh PPTK serta waktu pelaksanaan kegiatan.

Pasal 88
Pemerintah daerah menetapkan peraturan tentang batas waktu menyimpan 
uang panjar oleh PPTK.

BAB X
PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

Bagian Kesatu 
Substansi

Pasal 89
Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas 
yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan 
pemerintah daerah.

Pasal 90
Hal-hal penting yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan kas non anggaran 
adalah sebagai berikut:
1. Penerimaan kas non anggaran diperlakukan sebagai penerimaan 

perhitungan pihak ketiga (PFK) sedangkan pengeluaran kas non anggaran 
diperlakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga (PFK).

2. Penerimaan kas yang termasuk non anggaran adalah potongan Taspen, 
potongan Askes, potongan PPh, potongan PPN, penerimaan titipan uang 
muka, penerimaan uang jaminan, dan penerimaan lainnya yang sejenis.

3. Pengeluaran kas yang termasuk non anggaran adalah penyetoran Taspen, 
potongan Askes, penyetoran PPh, penyetoran PPN, pengembalian titipan 
uang muka, pengembalian uang jaminan dan pengeluaran lainnya yang 
sejenis.

4. Informasi penerimaan kas non anggaran dan pengeluaran kas non anggaran 
disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran dan penyajian 
informasinya harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 87
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5. Tata cara pengelolaan kas non anggaran diatur dalam "Peraturan Kepala 
Daerah".

Bagian Kedua 
Jenis-Jenis Transaksi Kas Non Anggaran (Pajak)

Pasal 91
Bendahara Pengeluaran memiliki kewajiban memotong dan memungut pajak.

Pasal 92
Setiap pajak yang timbul dari transaksi antara Pemerintah Daerah dengan pihak 
ketiga, pajak tersebut akan langsung dipungut atau dipotong oleh bendahara 
pengeluaran.

Pasal 93
Pemungutan oleh bendahara pengeluaran dilakukan terhadap Pajak 
Pertambahan Nilai dan PPh pasal 22 yang dikenakan pada suatu transaksi, dan 
pemotongan dilakukan terhadap PPh pasal 21 dan 23 yang dikenakan terhadap 
suatu badan akibat transaksi yang dilakukan dengan pemerintah.

Pasal 94
Bendahara pengeluaran yang memungut dan memotong pajak, wajib menyetor­
kannya dan membuat laporan SSP.

Pasal 95
Batas waktu penyetoran pajak ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang- 
undangam terkait perpajakan.

Bagian Ketiga 
Potongan Pegawai

Pasal 96
Potongan Pegawai dapat terdiri atas: Iuran Wajib Pegawai, Taperum dan Pajak 
Penghasilan Pasal 21.

Ayat(1)
Iuran Wajib Pegawai (IWP) ini akan menjadi uang pensiunan bagi pegawai 
negeri.

Ayat (2)
IWP dipotong secara terus menerus setiap bulan selama aktif bekerja.
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Iuran Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (TAPERUM-PNS) dipungut
setiap bulannya dari masing-masing PNS..

Bagian Keempat 
Uang Jaminan

Pasal 98
Uang jaminan merupakan jaminan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk 
uang yang diberikan oleh pihak yang diamanatkan untuk melakukan suatu 
pekerjaan sehingga apabila ada kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain 
yang menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uang jaminan ini 
menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 99
Uang jaminan dapat berupa uang jaminan proyek, uang jaminan pemeliharaan,
uang jaminan bongkar reklame, dan lain sebagainya.

Bagian Kelima 
Pengelolaan Transaksi Kas Non Anggaran

Pasal 100
Penerimaan kas non anggaran diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan 
pihak ketiga (PFK) sedangkan pengeluaran kas non anggaran diperlakukan 
sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga (PFK).

Pasal 101
Transaksi ini akan menambah atau mengurangi uang daerah tanpa 
mempengaruhi SILPA sehingga tidak dilaporkan dalam laporan realisasi 
anggaran namun informasinya disajikan dalam neraca sebagai utang PFK dan di 
laporan arus kas di bagian aktivitas non anggaran.

Pasal 102
Penerimaan kas yang termasuk non anggaran adalah potongan Taspen, 
potongan Askes, potongan PPh, potongan PPN, penerimaan titipan uang muka, 
penerimaan uang jaminan, dan penerimaan lainnya yang sejenis. Penerimaan ini 
diterima oleh Kas Daerah namun tidak diakui sebagai pendapatan tertentu, tetapi 
dicatat sebagai hutang.

Pasal 97
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Penambahan ketersediaan kas di kas daerah penambahan tersebut tidak boleh 
digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka waktu tertentu harus 
dibayarkan ke pihak ketiga.

Pasal 104
Setidaknya terdapat tiga variasi kejadian terkait pengelolaan transaksi kas non 
anggaran

Ayat (1)
Pengakuan pendapatan akibat tidak terlaksananya kewajiban-kewajiban pemberi 
jaminan. Salah satu contoh kasus adalah adanya jaminan pemeliharaan yang 
tidak dilakukan oleh penyedia barang, dalam hal ini pemerintah daerah dapat 
melakukan pengakuan pendapatan atas kas non anggaran dimaksud yang 
sebelumnya tercatat sebagai hutang pihak ketiga.

Ayat (2)
Pencairan Kas Non Anggaran "secara otomatis" karena Pemerintah daerah 
sudah tidak lagi memiliki hak untuk memegangnya. Pencairan ini dilakukan 
antara lain pada saat penyetoran kas dari pemotongan pajak dan potongan- 
potongan pegawai lainnya. Pencairan/penyetoran potongan pegawai ini 
langsung dilakukan oleh bank pada saat pemotongan sehingga tidak diperlukan 
proses lebih lanjut di pemerintah daerah.

Ayat (3)
Pencairan Kas Non Anggaran karena Pemerintah daerah sudah tidak lagi 
memiliki hak untuk memegang kas non anggaran tersebut dan harus me­
ngembalikannya kepada pihak yang berhak. Pencairan ini terjadi pada uang 
jaminan milik penyedia barang/jasa, dalam hal ini penyedia barang/jasa telah 
menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemerintah daerah sehingga 
penyedia barang/jasa berhak untuk mengambil kembali uang jaminan yang 
disimpan dalam kas daerah.

Pasal 105
Mekanisme pencairan uang jaminan ini dilakukan dengan Surat Perintah BUD.

Pasal 103
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Pasal 106
Surat Perintah BUD ini setidaknya berisi tentang perintah pencairan uang dan

9
jumlah jaminan yang akan dicairkan, pihak yang dituju dan nomor rekening yang 
ditujg.

Pasal 107
Surat Perintah BUD ini dilampiri pula dengan surat keterangan yang menyatakan 
bahwa penyedia barang/jasa telah menyelesaikan kewajibannya.

BAB XI
INVESTASI JANGKA PENDEK

Bagian Kesatu 
Substansi

Pasal 108
Investasi merupakan penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis 
seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya 
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan 
kepada masyarakat.

Pasal 109
Kas merupakan aset pemerintah daerah yang paling lancar.

Pasal 110
Kas daerah yang belum digunakan dapat digunakan untuk investasi jangka 
pendek.

Pasal 111
Investasi jangka pendek adalah deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai 
dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, 
pembelian Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank 
Indonesia (SBI).

Bagian Kedua 
Pemilihan Investasi Jangka Pendek

Pasal 112
Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh bank kepada
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masyarakat.

Deposito memiliki persyaratan tertentu diantaranya batas jangka waktu 
penarikan uang oleh nasabah.

Pasal 114
Bunga deposito biasanya lebih tinggi dibandingkan bunga tabungan biasa.

Pasal 115
Dalam memilih deposito ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan antara 
lain adalah tingkat suku bunga yang ditawarkan, jenis dan kriteria deposito, dan 
peraturan dan syarat yang harus dipenuhi

Pasal116
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh 
Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek (1-3 bulan) 
dengan sistem diskonto/bunga.

Pasal 117
SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk 
mengontrol kestabilan nilai Rupiah.

Pasal 118
Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer 
yang beredar.

Pasal 119
Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh
mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang.

Bagian Ketiga 
Mekanisme Penempatan Uang

Pasal 120
Sebelum mengalokasikan kas umum daerah kedalam investasi jangka pendek, 
BUDharus meyakini bahwa dana yang digunakan adalah dana yang benar-benar 
tidak akan digunakan dalam waktu dekat (idle cash).

Pasal 121
BUD menyampaikan rencana penempatan dana pada investasi jangka pendek

Pasal 113
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kepada Kepala Daerah.

rencana ini mencakup jumlah dana yang akan diinvestasikan dan pilihan 
investasi beserta alasan dan hasil analisa pemilihan investasi.

Pasal 123
Apabila kepala daerah menyetujui, dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah 
tentang investasi jangka pendek yang dipilih. Berdasarkan SK Kepala Daerah 
tersebut BUD menerbitkan Surat Perintah BUD kepada yang memerintahkan 
pemindahan dana dari kas umum daerah ke dalam investasi yang dipilih.

BAB XII 
PELAPORAN

Bagian Kesatu 
Laporan Posisi Kas Harian

Pasal 124
Bendahara Umum Daerah Wajib menyusun Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) 
setiap hari dalam rangka melaporkan pengelolaan uang yang terdapat dalam 
kewenangannya.

Pasal 125
Bendahara Umum Daerah Wajib menyusun Rekonsiliasi Bank dalam rangka
melaporkan perbedaaan saldo menurut buku BUD dengan saldo menurut Bank.

Bagian Kedua 
Laporan Posisi Kas

Pasal 126
Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) merupakan laporan yang dibuat oleh BUD 
setiap hari keija, yang mencerminkan jumlah saldo uang daerah setiap hari.

Pasal 127
LPKH ini dibuat berdasarkan dokumen-dokumen yang ada di BUD, bukan 
berdasarkan informasi Bank.

Pasal 128
Dokumen-dokumen yang menjadi dasar dalam pembuatan Laporan Posisi Kas 
Harian adalah dokumen-dokumen penatausahaan dan buktibukti transaksi

Pasal 122
9
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lainnya, seperti SP2D, STS dan bukti lainnya.
Bagian Ketiga 

Rekonsiliasi Bank

Pasal 129
Laporan Rekonsiliasi Bank dibuat oleh BUD dalam rangka menyamakan jumlah 
saldo menurut Laporan Posisi Kas Harian dengan jumlah saldo kas menurut 
catatan bank.

Pasal 130
Jumlah saldo kas menurut bank dapat dilihat dari Rekening Koran yang 
disampaikan oleh Bank setiap hari kerja.

Pasal 131
Rekonsiliasi Bank disusun berdasarkan Laporan Posisi Kas Harian dan 
Rekening Koran.

Pasai 132
Langkah-langkah dalam penyusunan Laporan Posisi Kas Harian dan 
Rekonsiliasi Bank adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan bukti-bukti yang ada (SP2D/STS/Bukti lainnya yang sah), setiap 

hari BUD menyusun Laporan Posisi Kas Harian.
2. BUD menerima rekening Koran dari Bank setiap hari untuk transaksi satu hari 

sebelumnya.
3. Berdasarkan rekening Koran dan Laporan Posisi Kas Harian, BUD menyusun 

Rekonsiliasi Bank.
4. Rekonsiliasi Bank disusun dengan *cara membandingkan saldo kas di Bank 

menurut Rekening Koran dengan saldo kas di Bank menurut Laporan Posisi 
Kas Harian.

5. Laporan Posisi Kas Harian dan Rekonsiliasi Bank tersebut diserahkan 
kepada Kepala Daerah hari pertama setiap minggunya.
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BAB XIII 
LAPORAN ARUS KAS

Bagian Kesatu 
Substansi

Pasal 133
Laporan Arus Kas merupakan bagian laporan keuangan pemerintah daerah

Pasal 134
Tujuan Laporan Arus Kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, 
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan 
saldo kas dan setara kas pada tanggai pelaporan. Informasi ini disajikan untuk 
pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Pasal 135
Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas 
selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, 
investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

Pasal 136
Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, 
pembiayaan dan non anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para 
pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi 
kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk 
mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, 
pembiayaan dan non anggaran.

Bagian Kedua 
Struktur Laporan Arus Kas

Pasal 137
Arus kas aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas 
yang yang berasal dari kegiatan operasional pemerintah selama satu periode 
akuntansi.

Pasal 138

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan
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kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk 
membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa 
mengandalkan sumber pendanaan dari luar. *

Pasal 139
Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
1. Penerimaan Perpajakan;
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
3. Penerimaan Hibah;
4. Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya; 

dan
5. Transfer masuk.

Pasal 140
Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran:
1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang;
3. Bunga;
4. Subsidi;
5. Hibah;
6. Bantuan Sosial;
7. Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan
8. Transfer keluar.

Bagian Ketiga 
Aktivitas Investasi-Aset Non Keuangan

Pasal 141
Aktivitas investasi aset non keuangan adalah aktivitas penerimaan dan 
pengeluaran kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset 
non keuangan lainnya.

Pasal 142
Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan 
dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya 
ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan
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pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
Pasal 143

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari:
1. Penjualan Aset Tetap;
2. Penjualan Aset Lainnya.

Pasal 144
Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari:
1. Perolehan Aset Tetap;
2. Perolehan Aset Lainnya.

Bagian Keempat 
Aktivitas Pembiayaan

Pasal 145
Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang 
mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka 
panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan 
pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Pasal 146
Arus kas dari aktivitas pembiayaan bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain 
terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa 
yang akan datang.

Pasal 147
Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:
1. Penerimaan Pinjaman;
2. Penerimaan Hasil Penjualan Surat Utang Negara;
3. Penerimaan dari Divestasi;
4. Penerimaan Kembali Pinjaman;
5. Pencairan Dana Cadangan.

Pasai 148
Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:
1. Penyertaan Modal Pemerintah;
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2. Pembayaran Pokok Pinjaman;
3. Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan
4. Pembentukan Dana Cadangan. Aktivitas Non Angg&ran

Bagian Kelima 
Aktivitas Non Anggaran

Pasal 149
Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang 
tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan 
pemerintah.

Pasal 150
Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Pasal 151
PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari 
Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai, misalnya potongan 
Taspen, Iuran Askes, Uang Jaminan, dan lainnya.

Pasal 152
Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran penerimaan PFK antara lain hasil 
dari pemotongan pajak, penerimaan uang jaminan, dan lain-lain.

Pasal 153
Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran meliputi pengeluaran PFK seperi 
penyetoran pajak, pengembalian uang jaminan, dan lain-lain.

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 154
Struktur mekanisme pengelolaan kas daerah beserta format pengelolaan kas 
daerah terlampir dalam peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dalam peraturan bupati ini.
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Pasal 155
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di : Kolaka
\gga\ : 25 Januari 2012

K

Diundangkan di : Kolaka
Pada tanggal : 25 Januari 2012

ARIS DAERAH
i

AFEI. SH..MH
tama Muda Gol. IV/c 

90419 198607 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA 
TAHUN 2012 NOMOR 7
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LAMPIRAN 1

BUPATI KOLAKA

H. BUHARI MATTA
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LAMPIRAN 2

BUPATI KOLAKA

H. BUHARI MATTA
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LAMPIRAN 3
9

BUPATI KOLAKA

H. BUHARI MATTA
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LAMPIRAN 4

PEMERINTAH KABUPATEN..
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH

NOMOR_________ TAHUN_______
TENTANG

SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA MERAH TAHUN ANGGARAN_______
PPKD SELAKU BUD

ManJmkaity t b»htw untuk nwlafcMnak» m u « * *  M m ]* Im fv n *  4*n tidtk Unjw ny lahwtm 99» »n « ,  a ja ra n  kw  m M  dtttapkan, ptrfc teWlakM p*imUm4a
¿•njan nM «V itk«i Sur« ftn yW I»* Din* C&P(9 >

i i ,  Ptrrtunn Ditrak nvvtoiiMabtipattn/KaU ........... f*n w r___T*hun
im m  NMtNNM •* T*iw nAft44**ft

2. P*r*t*w* K tp ia  D**n)t ftemor _ _   (a » v tf PwbbarM  APBD
Pr»vkilK*kup«t<n/K»U Tahan Anggaran   j

3. H r m tm  K«p*J* 0**r»h N»mer . . .  Tahun . . .  .  uni n  f  P*dnm*n PdJcw tutn M O  
A M u K A i t i i M  /Km * »t» «HIM« **»M*m|

4> DPASKFDDtoat P«n4<Slan rv**n*/K*bup««nfl(o(*
(Dahar A«m*r wrlainplr)

MCMUWSK/Vti

Hr4mUk*n ft ra tw « * 0 « r*  to im r ... TaKun . , ( « » 9 9 4  _  T«!***»
Anf9*r«n Pw»4»pMM i* i*  JM im )* Datrah PrwtisVKtM/Kahipat«* ......... T «itu» M o o n ii
m«it{jpk*ft/nMAy*<<M«*kr*<Jl jn«y*r*n i«b*9*t Wfcmi

1. Ditujukan kepada 9CPD 1

2. Nmim  tergahar* Ptftgtkiaran t

J , Jumlah p<nyt41**n dana 1 Rp...... ................ ..
(ttfU iu tff________ ___________ )

4. Ut«ukK*butuh*A 1 talan_______ 1 J  Sulan „ ______
5. 3chM>* p*nr*4«*n >

t .  Jwfniah dan* M V  t R ? .________________ __
SKPWDPftMKPClf OfWL- 
SKPD

b. Alumul*il SPO ><fe«lumny* 1 Rp. 9A9_____________________________________________________

e . 9 »  dana yw tj b«him 4 i  1 Rp ,~ _________________SfO -hn
4 , Jumlah 4*** y**f dt-SPD. t Rp.

kan »a« M

* . S)**J«ml«hdaMOftfr » Rp .----------- --------. .SKPŴ«PWW¥1- —— -----------------  ---------------------
« W  y*n« M w t it-STO- IttfMogi----------------------)
k »n

( .  K*t*niu*ifk«(«nM** W» 1 1 •

M«*pk«f> A  t .IMMNHMIM.P*4*un9)4 -----„.*0*7
PM « SELAKU B VB,

(t «n 4* Mngan)

fiynjjMAk|̂
______  __________  NttT

BUPATI KOLAKA

H. BUHARI MATTA
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LAMPIRAN 5

LAMPIRAN SPD NOMOR : .........................  
BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERIODE BULAN : ......................s/d
TAHUN ANGGARAN

Nomor DPA-/ 
DPPA-SKPD Anggaran

Akumulasi 
Pada SPD 

Sebclomnva
Jumlah Pada SPD 

Periode Ini Sisa Anggaran

Jumlah Dana Belanja Tidak Langung: R p ................
{Terbilang.................. .................................... .........)

Ditetapkan d i ............. ..............
Pada tanggal....................2007

BUPATI KOLAKA

H. BUHARI MATTA

39



LAMPIRAN 6
9

FDBMWWSAHPfBinJWAIIl»' 
SfflD _

TAi XX ANGGARAN___

fetowp* Angpau
W fiiw IB lW flU

U UP/GU Total
1 2 3 «

ttM ita p i
KtgabnA
Ktrfabnft

J
T irih h m lw a R

Total Belanja Datfab
i

femmfmbrpm Dagan 15

Ra>aMlYntoyaiaDeqt3B
W/GU

Besiw lF

BUPATI KOLAKA

H. BUHARI MATTA
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LAMPIRAN 7

1lltffifef i'lriri,■ , ■ ’ ’
-ii K',-f,

BUPATI KOLAKA

H. BUHARI MATTA
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Format direvisi + saldo yajng sebenarnya serelah rekon

KABUPATEN__________
REKONSILIASI BANK 

PERIODE____

¡L Saldo Kas umum dawah Menurut Buku 
Z  Sald» K tsvm um  M inuittt BMk 

S* f s f t
IM c fin fm  9 tb lb  
Penerimaan y «n f  telah dloatatoleh buku, 
M vm  dicatat otth B*ok
a. STS N»..- Rp.
b. Bukti U in yang sah Rp.
c. Cst. Rp.,
Pengeluaran yan< telah dicatat oleh buku« 
Bdum dicatat «Uh Bank
a. SP2D Rp.b. Bukti Uin yan< sah Rp.
c. Dst.. Rp..

C. Penerimaan yanf telah dicatat oieh Bank, 
Belum « ca ta t olth Bukua. STS No.... Rp.
b. Nota Kredit Mo-. Rp.
c. Bukti U in ya»£ sah Rp.
d. Dst,. Rp%

D. Pengekjaran yanf telah dieatat oleh Bank, 
Belum dieatat oleh Bukua. SP20 No..„ Rp.
b. Nota Debit No..„ Rp.c. Bukti U in yang sah Rp.
d. Dst.. Rp..

Rp.
**.
Rp..

Rp.
Rp.

Rp.Rp.

Rp.

Rp..
B*.

Bendahara Umum Daerah
(Tanda Tanjan)

(Nama Jelas)
NIP.

BUPATI KOLAKA

H. BUHARI MATTA
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LAMPIRAN 9

PEMERINTAH KABUPATEN ______
RENCANA PENDAPATAN PER R IN C IA N  OBYEK

S K P D ................ .........................
TAHUN ANGGARAN ______

Kode Rekaning Uraian Jumiah
Anggaran

Triwulan I Triwulan H Triwulan 111 Triwulan N

Januari Februari Maret April Mei Juni Jud Agustus September Oktober November Desember

1 2 3 4 S • 7 « 9 10 11 12 13 14
15Rencana Pendapatan P «  Rincian Obyek

Pendapatan A*8 Daerah

Pajak i

Retribusi

Jumlah Rencana Pendapatan

Jumlah Rencana Pendapatan Per 
Triwulan



LAMPIRAN 10

PEMERINTAH KABUPATEN_________
RENCANA PENGELUARAN PER KEGIATAN PER RINCIAN OBYEK

SKPD__________________
TAHUN ANGGARAN_______

No. DPA:

1 Kode 
i Rekening Uraian Jumlah Triwulan 1 1 Triwulan M 1 Triwulan UI 1 Triwulan IV 1 . . .  1 LS TVAnggaran
1 t * 3 4- $ * 7 « 9 10 11 12 13 U 15 1« 17 11
5 Rencana P«ng«luaran per Rincian Obyek |

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

M ania Modal

Jumlah Rencana Pengeluaran
Jumlah Rencana Pengeluaran 
per Triwulan



LAMPIRAN 11

PEMERINTAH KABUPATEN________
RENCANA ANGGARAN KAS PER KEGIATAN PER RINCIAN OBYEK

S K P D .................. .............
TAHUN ANGGARAN______

Kode
Rekening Uraian Jumlah

Anggaran
Triwulan I Triwulan U Triwulan W TMwutan IV UP LS TUJanuari Februari Maret Aprfl Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

1 2 3 4 5 • T « 9 10 11 12 13 14 16 16 i  r 1»
R lllM n» HlBCM» fW HtllM HI

•
i

Jumlah Rencana Penerimaan
Jumlah Rencana Pengeluaran 
per Triwulan

Rancana Rencana Pengeluaran Per DPA

No. DPA Kegiatan

Jumlah Rencana Pengeluaran
Jumlah Rencana Pengeluaran 
per Triwulan



FORMAT AN6BARAN KAS PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN-------------------------

AM88ARAH KAS PEMDA 
TAHUN AN8BARAN----------

K » —  lU M w tn » U ta la a
A A f^ a ta it^ a tu in

T m w te A l(R p > T r iw u la n «  <K«*| T r tw e le a  lH (Rp| T t* M d M M r(R p )

M  !  N >  | M lf Apt | W  | J h •“  1  1 « < » « M  1 « W  1 ( *
1 1 J 4 • • T

S a U o k a M liu n

f t n a a t w M )  A»l. D a e ra h

P a i * «  D atw af

H O i a a i D « « »

U i l .

t 'M n b ia y a M  p a n a n n u ia »

! » « .

J m t t »  t w O » »  t  p am ttraiw an  p « m r t i i—

J y n i a n  « t e i u i i  k a *  irAog t « r e a d u  u r f c *  « M g a t w r t

M a k n i b c L u r f  f t fa k  U r t g iu n j 4  p c n iiia ^ M A

U olar^a M a k  la n e i u r s

R « a n j» p * Q » * »

B n y a  > a n t<

P w n M a y a a n  a a n g a k u ra n

► •eineaiw an p e e o k  m < e e

i u g h e  t f o M M b a la n f a  U 3ak U M g u n c  4  p e a c e w ie w i p a n k a h * * « 1

J m m M »  ato fca tf M fttn ja  M a u  M n c t tR g  t  (M KibiayM .^ p t i i ^ . v a r  p «? 
W h w

S U t a t  K U rtU l itfcu rar.g i b « * » ) *  UdM  l*na«una *  
i w n p w t f M  p t f  M m A k i

B a l a i #  lan g M in t

| E h tfan ialam iau n c

I
1 < * t ia t u n .......
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fad th M f lii'r, m
«aumi

m & \ IM mI f e k l U R
w LS wJm m fttaari fa * m M Jm Jut Apta StpiMRlRf Otota IMMHMfHVTWII

1 ? J < $ $ 1 t i U 11 c 11 U is K u tt
fUKuaP*flsduatMhrKqUafthrS««nO^ *
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LAMPIRAN 25
9

LAPORAN ARUS KAS 
PEMERINTAH KABUPATEN 

Untuk Tahun Yang Berakhir Sewpei Dengwi 31 Desember 20X1 den 20X9
Metode Langsung

Uratan 20X1 2me
A w  Kas dart AklMtas Oponni 
Arus Masuk Kas

Jamlah Aras Masuk Kas

Anis Keluar Kas 
Jumlah Arus Keluar Kas 
Aras Kas BenA dari Aktivitas Operasi

Aiwa Km  dari Aktfvftm kiM stM f Aset Nankcuancan 
Arus Masuk Kas 

Jumlah AnisMasuk Kas

Arus Keluar Kas 
Jumlah Arus Keluar Kas
Anis Kas Benih dari Aktivitas Investasi Aset Nonfceuangan

Am* Km  dari AkttvftM ta n b lfy iin  
Aras Masak Kas 

Jamlah AnisMasuk Kas

Ares Keluar Kas 
Jamlah Aras Keluar Kas 
Arus XasBeî h dari Aktivitas Pembiayaan

A m K M M ttM tH lta m n c p rm  
AiusMasuk Kas 

Jumlah Arus Masuk Kas

Aras Keluar Kas 
Jumlah ArusKeluar Kas 
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nona ngpran

Kenafcan/Penunmn Km 
Saldo Awal K u  dl PUO 
5aJd« Akhir KaadfBUD 
SaMAfchfrKa* PT Bendahara Pwrualwanw

i <»!•.-:! ! • ',m ¿1». ¡if' i v ..OtilS.uii'Hi 't-¿i
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LAMPIRAN 26
9

LAPORAN ARUS KAS 
PEMERINTAH KABUPATEN 

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 91 Desember 20X1 dan 20X9
Metode Langsung

U rlu 20N1 20X0
Anu Km  dar! Aktfvftm  Operasi 
An» Masuk Kas 

Jumlah AnisMasuk Kas

Aras JCehiar Kas 
Jumlah Aras Kelnar Kas 
'Ano KasBcidi dari Aktivitas Operad

A naK M darlA ktM tM  ln v c itH (A ittlto n k a iin c iR  
Anis Masuk Kas 

Jumlah Anis Masuk Kas

Aras Keluar Kas 
Jamlah AmsKeluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan

A/usKm ih r l M tM tM  P n n b ityu n  
Aras Masuk Kas 

Jumlah Arus Masuk Kas

Ans Keluar Kas 
Jumlah Aras Keluar Kas 
Arus Kas BeraDi dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Km  dart AklMtMNonancearan 
A n» Masuk Kas 

Jumlah AnisMasuk Kas

Anis Keluar Kas 
Jumlah Anis Keluar Kas 
Anis Kas Benih dari Aktivitas Nonanggaran

Kenakan/Penurunan Km  
Saldo Awal KasdIBUD 
Saldo A*t>* Km  rffBUD 
SaM M JirM aaW Bw ^iharaPam alw raw

laooaoooooo
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LAMPIRAN 27

LAPORAN ARUS RAS 
PEMERINTAH KABUPATEN 

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

Uraian 2CK1 20X0 K
Arus Kas dert A ktM t** Opem f
Anis Masuk Kas

Jumlah AnisMasuk Kas

Arus Keluar Kas
Jumlah Aras Keluar Kas
Aras Kas Bersih dari AUmkasOperad

A m  Kw «ftirl AktfvftM  tnw nm i A w t Nonkauancsn
Arus Masuk Kas

Jumlah Aras Masuk Kas

I  Arus Keluar Kas
1 Jumlah Anis Keluar Kas 1
8 Aras Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan 1

An» Km  dwt Aktfvfbw PtnblvyMfl 1
Anis Masuk Kas 1

Jumlah Aras Masuk Kas I
Anis Keluar Kas 1

Jumlah Aras Keluar Kas
An» Kas Bersih dari Aktivitas Pem biayaan

An» Km  « lirf AkthrftM Monangsumn
AnisMasuk Kas

Jumlah AnisMasuk Kas

' Arus Keluar Kas
Jumlah Arus Keluar Kas 0
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran 1

K m lm /P en u n m n  Km -

SvMoAwvIKMdfBUD laooaooaooo 1
SeMoAMifrKMrflBUD sjnoooaooo J
iiM M M rto P llB w W iin  P w m fc rw 200000000 — —1



LAMPIRAN 28
9

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN 

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Oesember 20X1 dan 20X0
Metod» Langsung

Uraim 20K1 209(0
Am» Km  darf Aktfwftm O pera* 
AnisMasuk Kas 

Jumlah AnisMasuk Kas

Arus Keluar Kas 
Belanja Sarang i7s.ooo.ooo

Jumlah Arus Keluar KM
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

175.ooa.ooo
(i7sooaooo)

AnuKw  A ri M tW tw  In w ittit A « t Nonkai»n|»n
AnisMasuk Kas 

Jumlah AnisMasuk Kas

Anis Keluar Kas 
Jumlah Aras Keluar Kas
An» KasBeisft dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan

AtucKm  dari AkOvfta» Pembiayaan 
Ans Masuk Kas 

Jumlah Anis Masuk Kas

Aras Keluar Kas 
Jumlah Aras Keluar Kas 
Anis Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

An» Km  derf AktivJtm NonnnggnrBO 
Arus Masuk Kas 

Jumlah Aras Masuk Kas

An» Keluar Kas 
Jumlah Aras Keluar Kas 
Aras Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran

K tm fcn /P enw uun  Km  
Saldo Awal Km  cB BUD 
Saldo Akhfr Km  dIBUD
Sald Akhir XfcsD(BcndbharaPen(eluBran

(i75.ooaooc5
laooaooaooo

asoaooaooo
2sooaooo 1



LAMPIRAN 29
9

1 LAPOR AU ARUS KAS 
1 PEMERINTAH KABUPATEN 
1 Untuk Tahun Yang Berakhir Saa^ai Dengan 31 Otstnbcr 20X1 dan 20»

Metoda Langsung

Unftm 20(1 20X8
Arus Km  d»rl AkBwfta» Opcrarf 
An» Masuk Kas 

Jumlah Anis Masuk Kas

Aras Keluar Kas 
Belanja Barang I7sooaooo

Jumlah Arus Keluar Km
Arus Kas Bersih dari AkfivilasOperas

mooaooo
li75imooc?

A n * Km d*rt AklM tw i Im w rtw i Aset Nonkeuancan
Arus Masuk Kas 

Jumlah Arus Masuk Kas

Anis Keluar Kas 
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi As« Non keuangan

•

A n * Km dari Akttvftss Pwnbhryaan 
Arus Masuk Kas 

Jumlah Anis Masuk Kas

Arus Keluar Kas 
Jumlah Aras Keluar Kas 
Arus JCas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

AnwKasdkrf A ktM t»  Nom napran  
Arus Masuk Kas 

Jumlah ArusMasuk Kas

Arus Keluar Kas 
Jumlah Anis Keluar Kas 
Arus Kas Benah dari Aktivitas Nona negara«

Kerakan/PenunmanKa«
SaMo AwoiKasdT BUD
SaMo Akhk Km  d i BUD 
SnM JUW rtoiDUBidM iw » P w g ilw iw

1175.000.000)
laooaooaooo
9£2SOOaOOO

2oaooaooo

' 4 \
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LAMPIRAN 30

B LAPORAN M US KM  
3 PEMERINTAH KABUPATEN 
1 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X8 
j  Metod» langwng

U n ta i 20X1 2000 |
An« Kbs dori AktMtaa O pcrail 
AnisMasuk Kas 

Jumlah AnisMasuk Kas

Anis Keluar Kas 
Belanja Barang 67sooaooo

t
Jumlah Anis Keluar Kas
Aras Kas Bersih dari AktivftasOperad

675.000000
(675.000000)

V

An» Km  darf AkSvRag Investsaf Aset Nonkeuanc8» 
Anis Masuk Kas 

Jumlah AnisMasuk Kas

,

An» Keluar Kas 
Jumlah Anis Keluar Kas
Anis Kas Beis3i dari Aktivitas Investasi As«t Nonkeuangan

An» Kas dari AktfvJlw» Pwnbtayann 
Aras Masuk Kas 

Jumlah Arus Masuk Kas

Anis Keluar Kas 
Jumlah Anis Keluar Kas 
An» Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

Aras Km  dnrl Aktivitas Nonencgaran 
Arus Masuk Kas 

Jumlah Arus Mastik Kas

Anis Keluar Kas 
Jumlah ArosKeluar Kas 
Arus Kas Bercih dari Aktivitas Nonanggaran

Kw ilw n/^ fw ruM n Kas
Saldo Awal Kas dl BUD
SaM oM d»KwdlBU9
S»M Akhir Km M la n Ja h w  P u ifilM ir»

(675.000000)
laooaooaooo
a i2sooaooo
200000000
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LAMPIRAN 31

|  LAPORAN ARUS RAS 
1 PEMERINTAH KABUPATEN
1 UntuK Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20)01 
j  Metode Langsung

1 IM m 2m t 3MO
Aras Km  dari AkthritM Operasi 
Anis Masuk Kas 

Jumlah Anis Masuk Kas

Arus Keluar Kas 
Belanja Barang 675.000000

Jumlah Anis Keluar Kas
Anis Kas Bersih dari AktivftasOperasI

675.000.000
(67S.ooaooa)

A ri» Km  dart A M vRm  Irn m M  Aaat Nonkeuangan
Anis Masuk Kas 

Jumlah AmsMasuk Kas

Anis Keluar Kas 
Jumlah Anis Keluar Kas
Anis Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

Arut Km  dw f AktM tM  Pembteyawi 
Anis Masuk Kas 

Jumlah Arus Masuk Kas

Anis Keluar Kas 
Jumlah Arus Keluar Kas
. __ tr__J_______1 «lA A —  B__u ____  “

Anis Kas dari AktfWtasNonansgann 
Aras Masuk Kas 

Jumlah Anis Masuk Kas

Arus Keluar Kas 
Jumlah Anis Keluar Kas 
Anis Kas Beisih dari Aktivitas Nonanggaran

K crafcan/tam inm n Kas 
Saldo Awal Kas i f  BUD 
Saldo AH ilr Km d l BUD 
SaMMWrtotPHwMWwr« Hnn lwrm

I675.00000CJlaooaooaoooas75.ooaooo4saooaooo
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